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STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL
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Ditetapkan :
r Direktur RSUD Matraman

W

dr. Debi Intan Suri, MPH
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Tanggal Terbit

3 Juni 2024

PENGERTIAN

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi
berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 175
Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam penerapan langkah- Langkah Fasilitasi
Sengketa Informasi Publik

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Matraman
Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penunjukan Dan Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit
Umum Daerah Matraman

PROSEDUR

1.Pemohon informasi yang Tidak Puas terhadap Tanggapan
Keberatan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi maka dalam jangka waktu 14 hari kerja dapat
mengajukan Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi
Informasi Provinsi DK Jakarta

2.Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang
Pelayanan Informasi menerima surat undangan penyelesaian
sengketa informasi publik untuk menghadiri proses Persidangan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi
DKl Jakarta.

3.Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi bidang
Pelayanan Informasi untuk selanjutnya melaporkannya kepada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

4.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan
diskusi mengenai Penyelesaian Sengketa Informasi kepada
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

5.Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
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bidang Pelayanan Informasi menyiapkan seluruh dokumen
yang diperlukan untuk menghadiri Sidang Penyelesaian
Sengketa Informasi.

6. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
bidang Pelayanan Informasi menghadiri Persidangan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
Provinsi DKl Jakarta.

UNIT TERKAIT

1. Tim PPID
2. Humas dan Pemasaran

3. Legal




